
BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR ,6 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PET{YI.JSUNAN
PERATURAN DESA, PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA,
PERATURAN KEPALA DESA, KEPUTUSAN KEPALA DESA,

DAN KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

Mengingat

b.

BUPATI TAPIN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111

Tahun 2Ol4 tentang Pedoman Teknis Peraturan

di Desa, perlu mengatur Tata Cara Pen5rusunarr

Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala

Desa, Peraturan Kepala Desa, Keputusan Kepala

Desa, dan Kepuhrsan Badan Permusyawaratan

Desa;

bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana

dimaksud dalam huraf a, perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pen5rusunan

Peratrrran Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa,

Peraturan Kepala Desa, Keputusan Kepala Desa,

dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut,

Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II

Tabdong (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 27561;
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang

Pembenttrkan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OLl Nomor 82, Tambahan kmbaran Republik

Indonesia Nomor 523a1;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ot4 tentang

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2074 Nomor 7, Tambahan l-ernbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5a95);

Undang-Undang Nomor 23 Tatrun 2Ol4 tentang

Pemerintatran Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 56791;

Undang-Undang Nomor 30 Tahut 2OL4 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 292,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 4g Tahun 2Ol4

tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2OL4 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor

L23, Tambahan l,embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah

3.

4.

5.

6.
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diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47

Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang

Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 ,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 57l7l;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7

tentang Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2Ol7 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6Oa\;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111

Tahun 2OL4 tentang Pedoman Teknis Peraturan

di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2OL4 Nomor 2O9ll;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun

2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan

Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 159);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun

2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Pemerintah Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

8.

9.

10.
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA

PEI{YUSUNAN PERATURAN DESA, PERATURAN

BERSA}{A KEPAI.A DESA, PERATURAN KEPAI-A

DESA, KEPUTUSAN KEPALA DESA, DAN KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWAKA*TAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonorn.

3. Bupati adalah Bupati Tapin.

4. Camat adalah Pemimpin Kecamatan sebagai Perangkat Daerah.

5. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama

lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat

hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak

asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakr-li dan dihormati

dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelengga-r€um urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam

Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintatr Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan

nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggua

Pemerintahan Desa.
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8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama
lain yang selanjutnya disebut BpD adarah lembaga yang
melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan
wakil dari Penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokratis.

9. Kepala Desa adalah Pejabat pemerintah Desa yang mempunyai
wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah
tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan
Pemerintah Daerah.

10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa
dalam penJrusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi
dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala
Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk
pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang
ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati
bersama BPD.

12. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang
ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat
mengatur.

13. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh
Kepala Desa dan bersifat mengatur.

14. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit,
individual, dan linal.

15. Keputusan BPD adalah Keputusan Pimpinan BPD secara kolektif
yang bersifat konkrit dan linal untuk memutuskan atau
menentukan sikap dalam rangka menunjang kelancaran
penyeleggaraan Pemerintahan Desa sesuai kewenangan, tugas
dan fungsinya.

16. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Ralcangan
Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan
kepentingan umum dan/atau peratrrran perundang-und.angan

yang lebih tinggr.
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17. Pengundangan adalah penempatan Peraturan di desa dalam

Lembaran Desa atau Berita Desa.

18. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan

di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan

umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih

tinggr.

19. Bertentangan dengan Kepentingan Umum adalah kebijakan yang

menyebabkan terganggunya kerukunan antar wariga masyarakat,

terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya

ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan
ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan,

ras, antar golongan, dan gender.

2o. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut
APB Desa adalah Rencana Keuangan Tahunan pemerintahan

Desa.

21. Buku Register adalah catatan-catatan dokumen peraturan Desa,

Perahrran Bersama Kepala Desa, peraturan Kepala Desa,

Keputusan Kepala Desa, dan Keputusan BpD.

BAB II

PERATURAN DESA

Bagian Kesatu

Umurn

Pasal 2

Peraturan Desa berisi materi pelaksanaan Kewenangan Desa dan
penjabaran lebih lanjut dari Peraturan perundang-und.angan

yang lebih tinggi.

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang
bertentangan dengan kepentingan umllm dan/atau ketentuan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(1)

(21



(1)

(2)
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Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 3

Perencanaan penyusunarr Rancangan' Peraturan Desa ditetapkan

oleh Kepala Desa dan BPD dalam Rencana Kerja Pemerintah

Desa.

Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Lembaga Desa

lainnya di Desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah

Desa dan/atau BPD dalam rangka pen5rusunan Rancangan

Peraturan Desa.

Bagian Ketiga

Pen5rusunan

Paragraf I
Pen5rusunan Peraturan Desa oleh Kepala Desa

Pasal 4

(1) Pen5rusunan Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh

Pemerintah Desa.

(2) Penanggungiawab dalam pen5rusunan Rancangan Peraturan Desa

yang diprakarsai oleh Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan

dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa.

(3) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib

dikonsultasikan kepada Masyarakat Desa dan dapat

dikonsultasikan kepada Camat setempat untuk mendapatkan

masukan.

(41 Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) diutamakan kepada masyarakat atau

kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi

materi pengaturan.

(5) Masukan dari Masyarakat Desa dan Camat sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) digunakan Pemerintah Desa untuk
tindaklanjut proses pen5rusunan Rancangan Peraturan Desa.
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(6) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disampaikan

oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati

bersama.

Paragraf 2

Pen5rusunan Peraturan Desa oleh BPD

Pasal 5

(1) BPD dapat men5^rsun dan mengusulkan Rancangan Peraturan

Desa.

(2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

kecuali untuk:

a. rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Desa;

b. r€rncangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah

Desa;

c. ranczrng€rn Peraturan Desa tentang APB Desa; dan

d. rancangan Peraturan Desa tentang Laporan

Pertanggungiawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa.

Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada Pimpinan BPD untuk
ditetapkan sebagai Rancangan Peraturan Desa usulan inisiatif
BPD.

Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) wajib dikonsultasikan kepada

Masyarakat Desa dan dapat dikonsultasikan kepada Camat

untuk mendapatk€Ln masukan.

Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) diutamakan kepada masyarakat atau

kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi

materi pengaturan.

(s)

(4)

(s)
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(6) Masukan dari Masyarakat Desa dan Camat sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) digunakan BPD unhrk tindaklanjut

proses pen5rusunan Rancangan Peraturan Desa usulan inisiatif

BPD.

Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) disampaikan

oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk dibahas dan

disepakati bersama.

Bagian Keempat

Pembahasan

Pasal 6

(1) BPD wajib melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Desa

paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Surat Permohonan

Persetujuan dari Kepala Desa diterima.

(2) BPD mengundang Kepala Desa ,untuk membahas dan

menyepakati Rancangan Peraturan Desa.

(3) Kepala Desa menyampaikan penjelasan Pemerintah Desa

terhadap Rancangan Peraturan Desa yang telah diusulkan atau

diajukan dalam Rapat Paripurna BPD untuk mengawali

musyawzrrah pembahasan Rancangan Peraturan Desa.

(a) Dalam hal Rancangan Peraturan Desa diajukan atas usulan

inisiatif BPD, maka BPD menyampaikan penjelasan terhadap

Rancangan Peraturan Desa yang telah diusulkan atau diajukan

dalam Rapat Paripurna BPD untuk mengawali musyawarah

pembahasan Rancangan Peraturan Desa atas usulan inisiatif

BPD.

(5) Dafam hal terdapat Rancangan Peraturan Desa prakarsa

Pemerintah Desa dan usulan inisiatif BPD mengenai hal yang

sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sarna, maka

didahulukan Rancangan Peraturan Desa usulan BPD, sedangkan

Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan

sebagai bahan unhrk dipersandingkan.

(71
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Pasal 7

Musyawarah BPD dalam pembahasan Rancangan Peratural Desa

dipimpin oleh Pimpinan BPD.

Musyawarah BPD dalam pembahasan Rancangan Peraturan Desa

dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 213 (dua

pertiga) dari jumlah Anggota BPD.

Pengambilan Keputusan dalam pembahasan Rancangan

Peraturan Desa dilakukan dengan cara musyawarah guna

mencapai mufakat.

Hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan

dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

Kesepalatan bersama antara BPD dan Kepatra Desa dalam

pembahasan Rancangan Peraturan Desa dituangkan dalam

Berita Acara Kesepakatan Bersama yang ditandantangani

bersama oleh Pimpinan BPD dan Kepala Desa.

(6) Tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Desa oleh BPD

diatur dengan Peraturan Tata Tertib BPD atau diatur lain oleh

BPD.

Pasal 8

(1) Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat

kembali oleh pengusul.

(2) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak

ditarik kembali, kecuali atas kesepakatan bersama

Pemerintah Desa dan BPD.

ditarik

dapat

antara

Bagian Kelima

Penetapan

Pasal 9

(1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama

disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk

ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari

terhitung sej ak tanggal ditandatanganinya kesepakatan bersama.
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(21 Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda

tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak

diterimanya Rancangan Peraturan Desa dari Pimpinan BPD,

kecuali Rancangan Peraturan Desa yang memerlukan evaluasi

dari Bupati atau pejabat yang dit''lnjuk.

Pasal 10

Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (21 disampaikan

kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan dalam Lembaran

Desa.

Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah

melewati wakhr sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (21,

maka Rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan

oleh Sekretaris Desa dalam Lembaran Desa dan sah menjadi

Peraturan Desa.

Pengundangan oleh Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) didahului dengan pencantuman kalimat "PERATURAN

DESA INI DINYATAKAN SAH".

Bagian Keenam

Penomoran dan Pengundanga.n

Pasal 1 1

Peraturan Desa yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa

diberikan nomor berupa nomor urut bulat dan tahun pembuatan

oleh Sekretaris Desa.

Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai

kekuatan hukum yang mengikat sejak tanggal diundangkan

dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

(3)

(1)

(21

(1)

(2)
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Pengundangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dengan klausula pengundangan sebagai berikut "Agar setiap

orang mengetahuinnya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Desa ini dengan menempatkanya dalam Lembaran

Desa."

Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dicatat

dalam Buku Register Lembaran Desa sesuai tahun

pengundangan dan nomor urut bulat pengundangan.

Bagian Ketujuh

Penyebarluasan

Pasal 12

(1) Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak

penetapan rencana pen5rusunan Rancangan Peraturan Desa,

pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga Pengundangan

Peraturan Desa.

(2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan

masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Bagian Kedelapan

Evaluasi dan Klarifrkasi

Paragraf 1

Evaluasi

Pasal 13

(1) Ranc€mgan Peraturan Desa tertentu wajib dimintakan Evaluasi

kepada Bupati.

(2) Rancangan Peraturan Desa tertentu sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terdiri atas:

a. rurncangzrn Peraturan Desa tentang APB Desa;

b. rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban

Realisasi Pelaksanaan APB Desa;

c. ranca,ngan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa;

(4)
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d. rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan atau Iuran

Desa;

e. rancangan Peraturan Desa tentang Organisasi Pemerintah

Desa; dan

f. rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Tata Ruang

Desa.

(3) Kewenangan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (21 huruf a , huruf b, dan huruf c dapat

didelegasikan kepada Camat atau pejabat yang ditunjuk.

(4) Pendelegasian kewenangan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan

Bupati tersendiri.

(5) Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan

kesepakatan bersama dengan BPD.

(6) Kepala Desa meny€rmpaikan Permohonan Evaluasi Rancangan

Peraturan Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3

(tiga) hari kerja setelah tanggal Kesepakatan Bersarna dengan

BPD.

Pasal 14

(1) Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diserahkan oleh Bupati kepada

Kepala Desa paling lanabat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung

sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa oleh Bupati.

(2) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dengan Keputusan Bupati.

(3) Keputusan Bupati sebagaimana dirnaksud pada ayat (21

disampaikan kepada Kepala Desa dengan tembusan BPD.

(a) Apabila Bupati telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa bersama BPD wajib

memperbaikinya dalarn waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja

sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi.
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Hasil koreksi dan tindaklanjut sebagaimana dimaksud pada ayat

(a) disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

Apabila Bupati tidak mernberikan hasil evaluasi dalam batas

waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Desa

berlaku dengan sendirinya dan Kepala Desa dapat langsung

menetapkannya.

Pasal 15

Dalam hal Kepala Desa tidak meninjaklanjuti Hasil Evaluasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan tetap

menetapkan menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan

Peratr.lran Desa dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Bupati membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa

untuk melaksarrakan evaluasi terhadap Rancangan Peraturarr

Desa sebagairnana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dengan

melibatkan instansi terkait.

Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Dalam melakukan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana

dimaksud dalarn Pasal 13 ayat (1) Bupati dapat melakukan

koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi dan/atau

Pemerintah.

Paragraf 2

Klarifikasi

Pasal 18

(1) Kewenangan Klarifrkasi Peraturan Desa dilaksanakan oleh

Bupati.

(1)

(2)
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(2) Kepala Desa wajib menyampaikan Peraturan Desa yang telah

diundangkan kepada Bupati untuk mendapatkan Klarifikasi.

(3) Penyampaian Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Peraturan Desa

diundangkan.

Pasal 19

(1) Untuk rnelaksanakan KXarilikasi Peraturan Desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Bupati membentuk Tim

Klarifikasi Peraturan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan

Bupati.

(2) Tirn Klarifikasi Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terdiri dari instansi terkait lainnya sesuai kebutuhan.

(3) Dalam melakukan Klarifikasi Peraturan Desa, Tim Klarifikasi

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan

kajian dan pencermatan melalui Rapat Koordinasi, meliputi:

a. kesesuaian dengan hasil evaluasi; dan

b. kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

(a) Bupati naerryampaikan Hasil Klarifikasi Peraturan Desa

sebagaimala dimaksud pada ayat (3) secara tertulis kepada

Kepala Desa dengan tembusan Camat setempat.

(5) Dalam melakukan Klarilikasi Peraturan Desa, apabila dipandang

perlu Bupati dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan

Pemerintah Provinsi dan / atau Pemerintah.

Pasal 2O

(1) Hasitr Klarifikasi Perattlran Desa sebagaimana dirnaksud dalam

Pasa1 19 ayat (4) dapat berupa:

a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan

umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan

yang lebih tinggi; atau

b. hasil klarihkasi yang bertentangan dengan kepentingan

umum dan/atau ketentuan

yang lebih tinggi.



(21

- 16-

Dalam hal hasil klarifikasi Peraturan Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tidak bertentangan dengan kepentingan

umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang

lebih tirggr, Br-rpati menerbitkan Surat Hasil Klarifikasi yang

berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.

Dalam hal Hasil Klarifrkasi Peraturan Desa sebagaimana

dirnaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum

dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih

tinggi Bupati membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan

Keputusan Bupati.

BAB III

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2 1

(1) Peraturan Bersarna Kepala Desa berisi materi Kerjasama Desa.

(2) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum

dan/atau ketentlran peraturan perundang-undangan, yang lebih

tinggi.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal22

Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala

Desa ditetapkan bersama oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih

datam rangka pelaksanaan Kerja Sama Antar Desa.

Perencanaan pen5rusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala

Desa sebagairnana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah

mendapatkan rekomendasi dari Musyawarah Desa yang dihadiri

oleh BPD.

(3)

(1)

(21
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Bagian Ketiga

Pen5rusunan

Pasal 23

Pen5rusunan Ranc€u1gan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan

oleh Kepala Desa pemrakarsa dan dikoordinasikan melalui

Sekretaris Desa.

Pasal 24

Rancangan Peraturan Bersarna Kepala Desa yang telah disusun,

wajib dikonsultasikan kepada Masyarakat Desa masing-masing

dan dapat dikonsultasikan kepada Camat masing-masing untuk
mendapatkan masukan.

Masukan dari Masyarakat Desa dan Carnat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) digunakan Kepala Desa untuk
tindaklanjut proses pen5rusunan Rancangan Peraturan Bersama

Kepala Desa.

Bagian Keempat

Pembahasan, Penetapan, Pengundangan, dan Penyebarluasan

Pasal 25

Pembahasan Ranc€u-lgan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan

olele 2 (dua) Kepala Desa atau lebih.

Pasal 26

Kepala Desa yang melakukan Kerja Sama Antar Desa

menetapkan Rancangan Peraturan Desa dengan membubuhkan

tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal

disepakati.

Rancangan Peraturan Bersarna Kepala Desa yang telah dibubuhi

tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan

dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa masing-masing Desa,

dengan klausula pengundangan sebagai berikut : "Agar setiap

orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundarlgan

Peraturan Bersama Kepala Desa ini dengan penempatannya

(1)

(21

(1)

(2)
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(3) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatal hukum

mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa pada

masing-rnasing Desa.

(4) Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah ditandatangani oleh

Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diberikan

nomor berupa nomor urut bulat dan tahun pembuatan oleh

Sekretaris Desa masing-rnasing Desa.

(5) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat

dalam Register Berita Desa masing-masing Desa sesuai tahun

pengundangan dan nomor urut bulat pengundangan.

(6) Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah diundangkan wajib

disampaikan kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak

tanggal diundangkan untuk dilakukan Klarifrkasi.

Pasal2T

Peraturan Bersama Kepala Desa disebarluaskan kepada Masyarakat

Desa masing-masing.

. BAB IV

PERATURAN KEPALA DESA

Pasal 28

(1) Peraturan Kepala Desa berisi materi pelaksanaan Peraturan

Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan tindaklanjut dari

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggt.

(2) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau

ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 29

Penlrusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa dilakukan oleh

Kepala Desa dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa.
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Pasal 30

(1) Rancangan Peraturan Kepala Desa yang telah dibubuhi tanda

tangan oleh Kepala Desa diundangkan dalam Berita Desa oleh

Sekretaris Desa, dengan klausula pengund€rngan sebagai berikut:

"Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan

penempatannya dalam Berita Desa ......'.

(2) Peraturan Kepala Desa mulai berlaku dan mempunyai kekuatan

hukum mengikat sejak tanggat diundangkan dalam Berita Desa,

(3) Perahrran Kepala Desa yang telah ditandatangani oleh Kepala

Desa diberikan nomor berupa nomor urut bulat dan tahun

pernbuatan oleh Sekretaris Desa.

(4) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat

dalam Register Berita Desa sesuai tahun pengundangan dan

nomor urut bulat pengundangan.

(5) Peraturan Kepala Desa yang telah diundangkan wajib

disampaikan kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak

tanggal diundangkan untuk dilakukan Klarifftasi.

BAB V

KEPUTUSAN KEPALA DESA DAN KEPUTUSAN BPD

Pasal 31

Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa untuk
pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa,

Peraturan Kepala Desa, peraturan perundang-undangan yang lebih

tinggi, dan dalam rangka pelaksanaan Kewenangan Desa yang

bersifat penetapan.

Pasal 32

(1) Perangkat Desa men5rusun Rancangan Keputusan Kepala Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

+
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(2) Rancangan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diajukan oleh Sekretaris Desa setelah mendapatkan paraf

Parangkat Desa.

(3) Sekretaris Desa mengajukan Rancangan Keputusan Kepala Desa

kepada Kepala Desa setelah diparaf oleh Sekretais Desa untuk

mendapatkan penetapan.

Pasal 33

Pimpinan BPD dapat menetapkan Keputusan BPD secara kolektif

yang bersifat konkrit dan final dalam rangka pelaksanaan tugas dan

fungsi sesuai kewenangarlnya.

BAB VI

PEMBATALAN PERATURAN DESA,

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA,

DAN PERATURAN KEPALA DESA

Pasal 34

(f) Bupati membatalkan Peraturan Desa atau Peraturan Bersama

Kepala Desa atau Peraturan Kepala Desa baik sebagian atau

seluruhnya, apabila berdasarkan hasil klarifikasi ditemukan hal-

hal sebagai berikut:

a. tidak melaksanakan hasil evaluasi tanpa alasan yang dapat

dipertanggungi awabkan ;

b. bertentangan dengan peraturan perundang-undaggan;

dan/atau

c. bertentangan dengan kepentingan umum-

(2) Pembatalan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa,

dan Peraturan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan

Bupati.
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BAB VII

PENYEBARLUASAN PERATURAN DESA,

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA,

DAN PERATURAN KEPALA DESA

Pasal 35

(1) Pemerintah Desa wajib menyebarluaskan Peraturan Desa,

Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa

kepada rnasyarakat.

(2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:

a. ditempel pada Papan Pengumuman Pemerintah Desa atau

Papan Pengurnuman lainnya dilingkungan RT/RW atau

Dusun;

b. kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan tingkat

Desa;

c. penerbitan Btrku Lembaran Desa dan Berita Desa;

d. penerbitan leaflet;

e. forum pertemuan di Desa baik dilingkungan RT,/RW atau

Dusun;

f. radio komtlnitas Desa;

g. sistern aplikasi berbasis internet; dan/atau
h. media informasi lainnya.

BAB VIII

PEMBINAAN

Pasa] 36

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada Pemerintah

Desa dalam penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Bersama

Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa, Keputusan Kepala Desa

dan Keputusan BPD.
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(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

melalui:

a. sosialisasi peraturan perundang-undangan;

b. birnbingan teknis kepada Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa,

dan Pendamping Desa; dan

c. kegiatan lain dalam rangka peningkatan kapasitas Kepala

Desa, BPD, Perangkat Desa, dan Pendamping Desa.

(3) Pembinaan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dibebankan

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 37

Pembiayaan pen5rusunan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala

Desa, Peraturan Kepala Desa, Keputusan Kepala Desa dan

Keputusan BPD dibebankan pada APB Desa.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

Pen5rusunan Perahrran Desa, Peratrrran Bersama Kepala Desa,

Peraturan Kepala Desa, Keputusan Kepala Desa dan Keputusan BPD

berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 39

Ketentuan mengenai teknik penJrusunan dan bentuk Peraturan

Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa,

Keputusan Kepala Desa, Keputusan BPD tentang Persetujuan

Rancangan Peraturan Desa Menjadi Peraturan Desa, Berita Acara

Kesepakatan Bersama BPD dan Kepala Desa, Buku Register

Pengundang Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan

Peraturan Kepala Desa, dan Buku Register Keputusan Kepala Desa

dan Keputusan BPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

*
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BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Bupati ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau

20 18

Diundangkan di Rantau

15 .6gustua 20:rB

DAERAH KABUPATEN TAPIN,

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2078 NOMOR 16

pada taqggal



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR i 16 TAHTrlr 20 18
TANGGAL | fi AGrr,s.1,1r.q Zo 1g

TEKNIK PEI\TYUSUNAN DAN BENTUK PERATURAN DESA,

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA, PERATURAN KEPALA DESA,

KEPUTUSAN KEPALA DESA, KEPUTUSAN BPD TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENJADI

PERATURAN DESA, BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA BPD

DAN KEPALA DESA, BUKU REGISTER PENGUNDANG PERATURAN

DESA, PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA DAN PERATURAN

KEPALA DESA, DAN BUKU REGISTER KEPUTUSAN KEPALA DESA

DAN KEPUTUSAN BPD

A. TEKNIK PEI{YUSUNAN

I. UMUM

Sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah,

Desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan

adat istiadat setempat yang diakui. Dalam rangka pengaturan

kepentingan masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa

bersama Pemerintah Desa men5rusun Peraturan Desa, dan

Kepala Desa men5rusun peraturan pelaksanaannya, yaitu

Peratrrran Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa,

dan Keputusan Kepala Desa.

Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan

Peraturan Kepala Desa harus disusun secara benar sesuai

dengan kaidah-kaidah hukum dan teknik penlrusunannya.

Untuk itu perlu adanya pedoman penyusunan dan standarisasi

bentuk Peraturan Desa, Peraturan Bersarna Kepala Desa,

Peraturan Kepala Desa, Keputrrsan Kepala Desa dan Keputusan

Badan Permusyawaratan Desa sesuai ketentuan yang berlaku.

{



II. KERANGKA

Kerangka Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala

Desa, dan Peraturan Kepala Desa terdiri dari:

a. Judul;

b. Pembukaan;

c. Batang T\.rbuh;

d. Penutup;

e. Penjelasan (bila diperlukan); dan

f. Lampiran (bila diperlukan).

Uraian dari masing-masing substansi kerangka Peraturan

Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala

Desa, adalah sebagai berikut:

a. Judul:

1. Judul Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa

dan Peraturan Kepala Desa memuat keterangan

mengenai jenis, nomor, tahun dan tentang na.ma

peraturan yang diatur.

2. Nama Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa

dan Peraturan Kepa1a Desa dibuat singkat dan

mencerrninkan isi Peraturan Desa, Peratrrran Bersarna

Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.

4. Judul ditulis dengan huruf kapital tanpa diakhiri tanda

baca. Contoh penulisan judul:

a). Jenis Peraturan Desa:

PERATURAN DESA SALAM BABARIS

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2018

k



b). Jenis Peraturan Bersama Kepala Desa:

PERATURAN BERSAMA

KEPAI.A DESA SALAM BABARIS DAN

KEPALA DESA KAMBANG HABANG BARU

NOMOR 1 TAHUN 2018

NOMOR 3 TAHUN 2OI8

TENTANG

PENGELOLAAN MATA AIR

UNTUK IRIGASI DI DESA SALAM BABARIS DAN

DESA KAMBANG HABANG BARU

c). Jenis Peraturan Kepala Desa:

PERATURAN KEPALA DESA SALAM BABARIS

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN

IURAN SAMPAH RUMAH TANGGA

b. Pembukaan

1. Pembukaan Peraturan Desa terdiri dari:

a). Frase 'iDengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa";

b). Jabatan Pembentuk Peraturan Desa;

c). Konsiderans;

d). Dasar Hukurn;

e). Frase "Dengan Kesepakatan Bersama Badan

Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa";

0. Memutuskan; dan

g). Menetapkan.

&



2. Pembukaan Peraturan Bersama Kepala Desa dan

Peraturan Kepala Desa terdiri dari:

a). Frase "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa";

b). Jabatan Pembentuk Peraturan Kepala Desa;

c). Konsiderans;

d). Dasar Hukum;

e). Memutuskan; dan

0.Menetapkan.
;

Penjelasan:

a). Frase "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa":

Kata frase yang berbunyi "Dengan Rahmat T\rhan Yang

Maha Esa" merupakan kata yang harus ditulis dalam

Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan

Peraturan Kepa1a Desa, yang ditutris seluruhnya dengan

huruf tapitaf yang diletakan ditengah marjin dan tidak

diakhiri tanda baca.

Contoh:

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

b). Jabatan Pembentuk Peraturan Desa, Peraturan Bersama

Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa:

Jabatan pembentuk Peraturan Desa, Peraturan Bersama

Kepala Desa dan Peratura:r Kepala Desa ditulis dengan

hunrf kapital yang diletakan ditengah marjin dan diakhiri

dengan tanda baca korna (,).

Contoh:

Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa:

{

KEPALA DESA SALAM BABARIS,



c).

Contoh:

Peraturan Bersama Kepala Desa:

KEPALA DESA SALAM BABARIS

DAN KEPALA DESA KAMBANG HABANG BARU,

Konsiderans:

Konsiderans diawali dengan kata "Menirnbatlg" yang

memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran

yang menjadi latar belakang, alasan-alasan serta

landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi

pertimbangal dan alasan dibentuknya Peraturan Desa,

Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala

Desa.

Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang

dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup,

kesadaran, dan cita-cita hukum yang meliputi suasarla

kebatinan serta falsafah Bangsa Indonesia yang

bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang

dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam

berbagai aspek.

Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang

dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau

mengisi kekosongan hukum dengan rnempertirnbangkan

aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan

dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa

keadilan masyarakat.

&



Jika konsiderans terd'iri dari lebih dari satu pokok pikiran,

rrrakasetiappokokpikirandirumuskandalamrangkaian
ka]imatyangmerupakankesatuanpengertian,dantiap-
tiap pokok pikiran diawali dengan huruf ?' b' c' dst" dan

,dirumuskan dalam satu kalimat yang diawari dengan kata

bahwa serta diakhiri dengan tanda titik koma (;)'

Contoh :

Menimbang : a. bahwa """ """"" ;

b. bahwa """';
c. bahwa berdasarkan pertimbangan

sebagaimana dimaksud datam humf a

dan huruf b Perlu menetaPkan

Peraturan tentang """""';
d). Dasar Hukum:

DasarHulnrmdiawatidengarrkata''Mengingat,'yang
memuat dasar kewenangan dan dasar hukum pembuatan

Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa' darr

Peraturan KePala Desa'

Dasar Hukum dibagi 3 (tiga), Yakni:

1). Landasan yuridis kewenangan rnembuat Peraturan

Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa' Peraturan

KePala Desa;

2). Landasan yuridis peraturan perundang-undangan

yanglebihtinggryangmemerintahkanSeca.ralangsung

pembentukan Peraturan Desa' Peraturan Bersama

Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa; dan

3).DasarhukumPembentukarrDesayangbersanglutan.

Catatan:

Peraturan perrrndang-undangan yang mengatur substansi

materi, hanya dijadikan pedoman dalam pen5^rsunan

peratrrran Desa, peratrrran Bersama Kepala Desa dan

Peraturan KePala Desa'

k



Yang dapat dipakai sebagai dasar hukum hanyalah jenis

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggr atau

sama dengan peraturan di Desa yang dibuat.

Catatan:

Keputusan yang bersifat penetapan, Instruksi dan Surat

Edaran tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum karena

tidak termasuk jenis peraturan pemndang-undangan,

tetapi dapat dimasukan dalam konsiderans

memperhatikan datram Pembentukan Keputusan Kepala

Desa atau BPD.

Dasar hukum dirumuskan secara kronologis sesuai

dengan hierarkhi peraturan perundang-undangan, atau

apabila peraturan perundang-undangan tersebut s€una

tingkatannya, maka dituliskan berdasarkan urutan tahun
pembentukannya, atau apabila peraturan perundang-

undangan tersebut dibentuk pada ta-hun yang sarna,

maka dituliskan berdasarka:r nomor urutan pembuatan

peraturan perundang-undangan tersebut.

Penulisan dasar hukum harus lengkap dengan Lembaran

Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia, Lembaran Daerah, dan Tambahhn

Lernbaran Daerah (Apabila ada).

Apabila dasar hukum lebih dari satu peraturan

perundang-undangan, maka tiap dasar hukum diawali

dengan angka arab L, 2, 3, dst dan diakhiri dengan tanda

baca titik koma (;).


